I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan pertanian dalam arti luas perlu terus dikembangkan agar semakin maju, dan diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki taraf hidup petani dan masyarakat pada umumnya (Handayani, 2001).

Pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian dari pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani membuka kesempatan kerja, peningkatan ekspor, pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri, pemerataan pembangunan.

Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional yakni merupakan sumber pendapatan bagi petani dan dapat meningkatkan devisa negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2003), penerimaan devisa negara dari penerimaan cukai tembakau setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1996/1997 penerimaan sebesar  Rp 4.066.094,50; tahun 1997/1998 sebesar Rp 4.909.074,90; tahun 1998/1999 sebesar Rp7.425.035,22; tahun 1999/2000 sebesar Rp10.128.709,05; tahun 2000 sebesar Rp10,870.676,00; dan data terakhir tahun 2001 sebesar Rp16.494.769,45. 

Di tinjau dari bidang industri, tembakau lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan industri rokok yang dapat diekspor dan banyak menghasilkan devisa negara. Selain itu, industri rokok membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Bagi petani, tembakau dapat meningkatkan pendapatan karena harga tembakau lebih tinggi daripada harga komoditas pertanian yang lain seperti padi atau palawija sehingga keberadaannya perlu untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan keberadaan tembakau di dunia internasional. Untuk memenuhi permintaan pasar dunia baik kualitas maupun kuantitas, produksi tembakau perlu lebih ditingkatkan sehingga harus ada kepastian luasan lahan yang harus disediakan untuk terus berproduksi. Mengingat PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Tembakau Klaten sebagai salah satu perusahaan perkebunan tidak mempunyai lahan milik sendiri padahal perusahaan harus terus berproduksi, maka perusahaan perlu untuk memperoleh lahan dari pihak lain dengan jalan menyewa dari petani pemilik lahan.

Sistem sewa lahan pada dasarnya merupakan suatu hubungan kemitraan antara petani sebagai pihak pemilik lahan dengan PT. Perkebunan Nusantara  X (Persero) Unit Tembakau Klaten sebagai pihak penyewa, dimana kedua pihak terikat dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam sistem sewa lahan ini, petani sebagai pihak yang menyewakan lahan tidak ikut serta dalam pengelolaan tembakau.

Dalam kegiatan sewa lahan tembakau ini melibatkan banyak petani yang memiliki berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karakteristik sosial ekonomi meliputi umur, pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Perbedaan karakteristik sosial ekonomi petani tersebut dapat menimbulkan berbagai persepsi. Karena itu, dalam penelitian ini akan di kaji mengenai hubungan karakteristik sosial ekonomi petani dengan persepsinya terhadap sewa lahan untuk budidaya tembakau.

B. Perumusan Masalah

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Tembakau Klaten sebagai bagian dari sub sektor perkebunan yang berdiri ditengah-tengah petani berusaha agar dengan sistem sewa lahan dapat terjalin hubungan yang berkesinambungan dengan petani pemilik lahan sehingga perusahaan dapat memperoleh lahan. Hal ini mengandung arti bahwa ada jaminan bagi perusahaan untuk terus berproduksi.

Agar  produksi tembakau dapat terus berlangsung, PTPN menyewa lahan dari petani untuk ditanami tembakau. Dalam sistem sewa ini, petani hanya sebagai pihak yang menyewakan lahannya saja. Untuk urusan penanaman, pemeliharaan,  panen dan segala hal yang menyangkut budidaya tembakau berada dibawah tanggung jawab PTPN juga jika panen gagal.

Sistem sewa lahan ini terjadi antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Tembakau Klaten dengan petani pemilik lahan di Kecamatan Kebonarum. Alasan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Tembakau Klaten menyewa lahan di Kecamatan Kebonarum karena Kecamatan Kebonarum merupakan daerah yang subur dapat ditanami padi, palawija maupun tembakau. Banyak petani pemilik lahan di Kecamatan Kebonarum yang bersedia disewa lahannya oleh PTPN untuk ditanami tembakau karena petani beranggapan bahwa dengan menyewakan lahan, pendapatan yang diperoleh petani lebih tinggi dibandingkan dengan menanam padi atau palawija.

Dalam sistem sewa lahan  ini melibatkan banyak petani yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik sosial ekonomi petani memungkinkan timbulnya persepsi petani yang berbeda pula. Dengan demikian perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana persepsi petani terhadap sewa lahan untuk budidaya tembakau karena hal ini dapat menjadi salah satu pendorong atau penghambat terhadap keikutsertaan petani dalam sistem sewa lahan ini. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditentukan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi petani yang menyewakan lahan di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?

2. Bagaimana persepsi petani yang meyewakan lahan  di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten terhadap sewa lahan untuk budidaya tembakau?

3. Bagaimana hubungan karakteristik sosial ekonomi petani yang menyewakan lahan dengan persepsi petani terhadap sewa lahan untuk budidaya tembakau di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji karakteristik sosial ekonomi petani yang menyewakan lahan di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

2. Mengkaji persepsi petani yang menyewakan lahan terhadap sewa lahan untuk budidaya tembakau di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

3. Mengkaji hubungan karakteristik sosial ekonomi dengan persepsi petani yang menyewakan lahan terhadap sewa lahan pada budidaya tembakau di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan landasan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. 

3. Bagi peneliti lain, dapat dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis.

